KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan kekuatan, kemampuan dan atas berkat rahmat dan karunia-Nya
Laporan Program Kegiatan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dapat terselesaikan penyusunannya.

Informasi Laporan Program Kegiatan ini disusun berdasarkan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27, tentang Pemerintah Daerah yang diatur
lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Tahun 2020

Disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap apa
yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan
kewenangan yang ada dan yang menjadi harapan kita semua bahwa kualitas
dan kuantitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan semakin baik dan
meningkat setiap tahunnya .

Kepada semua pihak yang telah memberikan masukkan, saran dan
pendapat sehingga tersusunnya laporan ini disampaikan terimakasih.

Samarinda, 29 Januari 2020
Kepala Dinas,

Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si
Pembina Tingkat |
NIP.196905161993012001
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BAB |
PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

Sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib
menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
mengharuskan adanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur
digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Laporan ini merupakan ringkasan dari Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah, mencakup Penyelenggaraan
Desentralisasi, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan RPJMD
Pemprov. Kaltim 2019 — 2023 menetapkan bidang pertanian sebagai salah satu
prioritas pembangunan daerah, secara khusus pertanian tanaman pangan dan
hortikultura dengan sasaran meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan
daya saing serta mengoptimalkan penanganan pasca panen dan pemasaran
hasil guna menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang pada akhirnya
akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas tidaklah mudah. Diperlukan
tekad, kerja cerdas. koordinasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan
bekerja sama mengatasi berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat,
serta memberikan dorongan yang diyakini menjadi faktor kunci keberhasilan.
Kerja sama lintas sektor terkait harus dilakukan oleh karena terdapat beberapa
fungsi dan kebijakan yang tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan
Perangkat Daerah (PD) Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, baik di
Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur
Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008, Dinas
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Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur telah

memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan. Walaupun

masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan yang dihadapi, Dinas

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur terus

menerus melakukan pembenahan dan penyesuaian terhadap perubahan—

perubahan sebagai akibat dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

2. Gambaran Umum

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan

Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 60 Tahun 2016 Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan

Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya mempunyai komposisi struktur sebagai :

1.
2.

LPPD 2020

Kepala Dinas

Sekretariat :

a. Sub Bidang Perencanaan Program

b. Sub Bagian Umum

c. Sub Bagian Keuangan

Bidang Produksi Tanaman Pangan :

a. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan

b. Seksi Prasarana dan sarana Tanaman Pangan

c. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan pemasaran Tanaman
Pangan

Bidang Produksi Tanaman Hortikultura :

a. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura

b. Seksi Prasarana dan Sarana Hortikultura

c. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan pemasaran Tanaman

Hortikultura

\]



5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :

a. Seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan

b.

C.

Seksi Penganekaragaman Pangan

Seksi Konsumsi Pangan

6. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan :

a.
b.

C.

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

Seksi Harga Pangan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :

a.
b.

UPTD — Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura

UPTD - Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan &
Hortikultura

UPTD - Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

UPTD - Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pertanian

8. Kelompok Jabatan Fungsional:

LPPD 2020

a.

-~ 0 a0 T

Tenaga Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
(POPT)

Tenaga Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT)

Tenaga Fungsional Pengawasan Mutu Hasil Pertanian (PMHP)
Tenaga Fungsional Statistisi

Tenaga Fungsional Widyaswara

Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian



Gambar1.1
Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman
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Gambar 1.2. Struktur Organisasi
UPTD - Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortilkultura Provinsi Kaltim

KEPALA SUB BAG TATA USAHA

Ir. HJ. SRI ARIDA BAHMI, MP
NIP. 196501171993032005 DAN LABORAT ORI UM
KASI PELAYANAN TEKNIS

KASI PENGEM BANGAN TEKNOLOGI

I ——
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Gambar 1.3. Struktur Organisasi
UPTD - Pengawasan & Sertifikasi Benih Tanaman Pangan & Hortikultura

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim

Ir.Indri Indah Winami
NIP. 196402091992032006
KASSUBAG TATA USAHA

IRMA MASRURAH, SP RIKA NUZLI FURKANTI, 5P, MP
NIP. 197704302008012012 NIP. 196911261997032005
KASISERTIFIKASI DAN KULT VAR KASI LABORATORIUM DAN PENGAWASAN, PEMASARAN BENIH
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Gambar 1.4 Struktur Organisasi
UPTD - Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim

KEPALA UPTD
H. DEVIS HENDRA,S.P M.P
NIP. 197202091998031009

E. M. HUSAINI IDROES, S Sos.
NIP. 196808021994031009
KASSUBAG TATA USAHA

UMILIAWATI, SP.M.P KASI PRODUKSI BENIH HORTIKULTURA
NIP. 1974042 32001122001
KASI PRODUKSI BENIH
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Gambar 1.5 Struktur Organisasi

UPTD - Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

L 3

Jr

Kepala UPTD
Ir. TREMAWARNL MSi.
NIP. 18621007 1992032006
PFMRINA fIV/a}

=
Kasub Bagian Tata Usaha
IMAM MUCHTAR, SE, MSi
NIP.*196608 121988031016
PEMBINA (IV/a)

Abdul Rokhim, Se Ir. NURSIDAH, M Si
Nip. 196608181991031015 Nip. 196308121996032002
Penata Tk.I (lll/d) Pembina (V/a)

Kasi Penyuluhan Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

I ——
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b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi Dinas Pangan
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur pada akhir
Desember 2018 mempunyai personil sebanyak 216 orang terdiri dari 27
pejabat struktural, fungsional 41 dan 148 orang staf.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pangan Tanaman
Pangan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan peraturan daerah tersebut
di atas adalah 1 (satu) orang Eselon Il, 6 (enam) orang Eselon Il terdiri dari
1 (satu) orang sekertaris dan 2 (dua) orang kepala Bidang, 4 (empat) orang
Kepala UPTD serta 20 (dua puluh)orang Eselon 1V, terdiri dari 11 orang
berada di
Kasubag/Kepala Seksi terbagi di masing-masing UPTD.

Kasubag/Kepala Seksi Dinas Provinsi dan 8 orang

Dengan rincian sesuai tabel :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan Golongan & Jenis Kelamin Tahun 2020

JENIS KELAMIN

2O ElITELIE AL, PRIA WANITA JUMLAH

1 2 3 4 5

2 v 7 13 20

3 0 77 49 126

4 Il 51 14 65

5 | 6 0 6

JUMLAH TOTAL 140 76 216
Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pangan.Tanaman Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020
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Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

GENDER
PENDIDIKAN L P JUMLAH
1 2 3 4
S.3 - - 0
S.2 8 15 23
S.1 42 39 81
D.lIv 2 1 3
SM - - -
D.lI 7 4 11
D.ll - - 0
D.I 3 - 3
SLTA 62 18 80
SLTP 11 1 12
SD 3 - 3
JUMLAH 138 78 216

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pangan Tanaman dan Hortikultura Pangan Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2020

Tabel 1.3
Rekapitulasi Honorer Dinas Pangan, Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

No JENIS PENDIDIKAN JUMLAH
1 Strata 1 44
2 | Diploma 2
3 | SLTA 63
4 | SLTP 10
5 | SD 14
JUMLAH 133

Sumber :  Data Kepegawaian Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi  Kalimantan Timur Tahun 2020

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan
kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan
Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
sebagai center of knowledge dan learning organization. Komposisi jumlah pegawai
Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

dengan latar belakang pendidikan Sarjana Pertanian, kecuali pada sekertariat
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dimungkinkan selain sarjana pertanian, oleh sebab itu ke depannya Dinas Pangan

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur akan lebih selektif

dan akan terus melakukan pembinaan terhadap karyawan/karyawati melalui

pendidikan dan pelatihan baik kerjasama dengan Badan Diklat, Badan

Kepegawaian Daerah maupun instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 1.4

Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (Status PNS)

berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

GENDER
N UNIT KERJA
© LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5
1. | Kepala Dinas Pangan 1 1
2. | Sekretariat 9 13 22
3. | Bidang Produksi Tanaman Pangan 14 10 24
4. | Bidang Produksi Hortikultura 13 5 18
5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 2 5 7
Bidang Ketersediaan dan Distribusi
6. Pangan 7 4 11
UPTD - UPTD
UPTD — Proteksi Tanaman Pangan dan
’ | Hortikultura (PTPH) 20 9 29
8 UPTD - Pengawasan dan Sertifikasi 6 9 15
) Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
9. UPTD — BBI Tanaman Pangan dan 27 4 31
Hortikultura
UPTD - Balai Penyuluhan
10. | Pengembangan Sumber Daya Manusia 13 4 17
Pertanian
11. | Tenaga Fungsional POPT 7 3 10
12. | Tenaga Fungsional PBT 13 3 16
13. | Tenaga Fungsional PMHP 1 3 4
14. | Tenaga Fungsional Statistisi 1 1
15. | Tenaga Fungsional Widyaiswara 5 2 7
16. | Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian 3 3
JUMLAH TOTAL 137 79 216
Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi ~ Kalimantan

TimurTahun 2020

Adapun Komposisi Pegawai Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

berdasarkan tingkat golongan yaitu
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Tabel 1.5
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (Status PNS)
Berdasarkan Golongan Tahun 2020

JLH GOLONGAN
No UNIT KERJA PNS v m 0
A B JML | A B C D | JML A B C D JML JML
1. | Kepala Dinas Pertanian 1 1 1 0 0 0
2. | Sekretariat 22 1 1 2 7 1 5 13 1 1 1 4 7 0
3. | Bidang Produksi Tanaman Pangan 24 1 1 6 4 3 6 19 1 3 4 0
4. | Bidang Produksi Hortikultura 18 2 2 1 1 4 6 2 2 6 10 0
5. | Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 7 1 1 2 2 4 1 1 2 0
6. | Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 11 3 1 4 1 4 5 1 1 2 0
UPTD — UPTD
7 UPTD — Proteksi Tanaman Pangan dan
" | Hortikultura (PTPH) 29 2 2 1 12 4 4 21 1 2 3 6 1
UPTD - Sertifikasi Benih Tan Pangan dan
Hortikultura (PSBTPH) 15 2 2 1 5 6 2 1 3 6 2
UPTD- BBI Tanaman Pangan dan Hortikultura 31 2 2 6 1 7 3 3 4 110 | 20 2
10 UPTD - Balai Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Peranian 17 1 1 8 5 13 1 1 0
11 | Tenaga Fungsional POPT 10 2 2 1 3 3 7 1 1 0
12 | Tenaga Fungsional PBT 16 4 1 3 3 11 3 2 5 0
13 | Tenaga Fungsional PMHP 4 1 3 4 0
14 | Tenaga Fungsional Statisti 1 1 1 0
15 | Tenaga Fungsional Widyaswara 7 1 1 1 5 6 0
16 | Tenaga Fungsional Penyuluh 3 1 1 1 3 0
JUMLAH TOTAL 216 16 | 5 21 15 | 47 | 16 | 48 126 7 14 | 8 | 35 | 64 ©)
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c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah

Sekretaris

1. SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Gaji Berkala Gol. I/a s/d IlI/d

2. SOP Pembuatan usulan cuti tahunan dan cuti sakit tidak lebih dari 14 hari
3. SOP Pembuatan usulan kenaikan pangkat

4. SOP Pembuatan usulan pensiun

5. SOP Pembuatan usulan kenaikan gaji gol IV/a ke atas

6. SOP Pembuatan usulan cuti besar

7. SOP Pembuatan usulan Karis/Karsu

8. SOP Pembuatan usulan Taspen

9. SOP pembuatan usulan pengangkatan CPND ke PNS

10. SOP Pembuatan usulan peninjauan masa kerja

11. SOP pembuatan usulan satya lencana karya satya

12. SOP Pembuatan usulan mutasi dari instansi ke OPD lain Lingkup Provinsi

Kalimantan Timur
13. SOP Pelaksanaan rapat pegawai
14. SOP Tindak lanjut surat masuk
15. SOP penanganan surat masuk
16. SOP Usulan perjalanan Dinas
17. SOP Permohonan perbaikan kendaraan
18. SOP Pembukuan Keuangan
19. SOP Pembayaran tunjangan daerah
20. SOP Penyusunan Laporan keuangan
21. SOP Verifikasi SPJ Keuangan
22. SOP Penerbitan SPM
23. SOP Penerimaan PAD dan pendapatan lainnya
24. SOP Penyediaan Barang
25. SOP Penyusunan Pembuatan Daftar Gaiji
26. SOP Penyusunan RKA, DPA
27. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
28. SOP Penyusunan revisi/pergeseran anggaran
29. SOP Pelaporan Statistic Pertanian
30. SOP Melakukan Monitoring dan Evaluasi

31. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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Bidang ProduksiTanamanPangan
32. SOP Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
33. SOP Informasi Data Harga Pasar Tanaman Pangan
34. SOP Penyelenggaraan Rapat PPHP
35. SOP Bantuan Sarana Perbenihan
36. SOP Pelaksanaan Angka Tetap 2017 dan Penyusunan ARAM 2018
37. SOP Bimtek Pengelolaan Air
38. SOP Pelatihan dan Bimbingan Teknik Alsintan
39. Sop Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL)
40. SOP Bantuan Alsintan
41. SOP Bantuan Kegiatan Optimasi Lawan Rawa
42. SOP Bantuan Kegiatan Pengelahan Air
43. SOP Bantuan Pupuk dan Pestisida
44. SOP Bantuan Sarana Pengembangan Tanaman Pangan
45. SOP CPCL Alsin
46. SOP Kegiatan Pengelolaan Air
47. SOP Data Base Kegiatan Alsintan
48. SOP Data Base Pengolahan Air
49. SOP Data Base Pupuk dan Pestisida
50. SOP Pelatiahan dan Bimbingan Teknik Alsintan
Bidang Produksi Hortikultura
51. SOP Pelatihan dan Bimbingan Teknis Perbenihan Hortikultura
52. SOP Bantuan Sarana Prasarana Perbenihan Hortikultura
53. SOP Penyusunan Leaflet
54. SOP Bantuan Pengembangan Hortikultura
55. SOP Pelaksanaan Fasilitasi
56. SOP Registrasi Kebun
57. SOP Pelatihan dan Bimbingan Teknis Komoditas Hortikultura
58. SOP Pengawasan Pengendalian Peredaran Mudah Benih
59. SOP Promosi atas Peoduksi Pertanian Hortikultura Unggulan Daerah
60. SOP Bantuan bangsal Pasca Panen
61. SOP Bantuan Sarana Pasca Panen

62. SOP Penyusunan Jaminan Sistim Mutu
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63.
64.
65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

SOP Pengujian Sampel

SOP Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan

SOP Pencaian Dana Bansos

SOP Penetapan Penerimaan Manfaat Bansos

SOP Penetapan Pendamping Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan (P2KP)

SOP Penetapan Kawasan Rumah Pangan Lestari

SOP Lomba Cipta Menu Provinsi

SOP Hari Pangan Sedunia

SOP Pangan Alternatif

SOP Publikasi Pangan Lokal

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

SOP Pengembangan Lumbung Pangan Desa

SOP Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

SOP Hari Besar Keagamaan Nasional

SOP Pengembangan Sistem Informasi Pasar

SOP Sistem Kwaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

SOP Neraca Bahan Makanan (NBM)

SOPPemantauan Panen, Harga dan Penyerapan Gabah/Beras
(P2HPGB)

SOP system kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG

d. Visi dan Misi

ini dan untuk memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai
tantangan 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan amanat konstitusional,
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
menetapkan visi yang sejalan yaitu “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat*
dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 — 2023 dan

menjalankan Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman

sesuai

Pangan dan Hortikultura yaitu pada misi 2 "Berdaulat dalam Pemberdayaan

Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan” tujuan yang ingin

Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Kalimantan Timur saat

dicapai yaitu :
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1. Mewujudkan Peningkatan Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan

dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah;

2. Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

e. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran

dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI Berani Untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat
MISI Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang
Berkeadilan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1. Mewujudkan
Peningkatan
Kontribusi
Pertanian
Subsektor
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Terhadap
Ekonomi
Daerah

2. Mewujudkan
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Pangan

1. Meningkatnya
Kontribusi
Pertanian
Subsektor
Tanaman
Pagan dan
Hortikultura
terhadap PDRB

-

. Meningkatnya
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Pangan
Komoditas Padi

1.

1.

Peningkatan Produksi
dan Nilai Tambah
Hortikultura

Peningkatan Produksi
dan Produktivitas
Tanaman Pangan

Peningkatan Produksi
Benih Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

. Pengembangan Kawasan

Hortikultura Pola Pekarangan
(Pisang, Durian/Lai, Pepaya,
Jeruk, Manggis, Kelengkeng,
Alpukat, Jambu Kristal, Sukun,
dan Buah Lokal Lainnya)

. Perbaikan Penanganan Pasca

Panen dan Pengolahan Hasil

. Peningkatan Pemanfaatan

Teknologi Produksi Hortikultura
(Alat dan Mesin Pertanian
Hortikultura)

Pengembangan Padi Lahan
Kering/Padi Ladang dan Padi
Sawah

Alat dan Mesin Pertanian untuk
Padi Lahan Kering

Perda Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)
Perbaikan Penanganan Pasca
Panen dan Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan

. Pemurnian dan Pemendekan

Umur Panen Padi Varietas
Lokal

. Perbanyakan Benih Padi Pola
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3. Pengawasan dan
Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan dan
Hortikultura

4. Perlindungan Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

5. Peningkatan
Penyuluhan dan
Pelatihan Pertanian

6. Peningkatan
Ketahanan Pangan

7. Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan
Keamanan Pangan

Kemitraan

. Perbanyakan Benih Hortikultura

. Pelabelan Benih TPH
. Pengawasan Peredaran Benih

TPH

. Gerakan Pengendalian OPT

TPH

. Perbanyakan Agens

Hayati/Pestisida Ramah
Lingkungan

. Optimalisasi Pemanfaatan BPP

di Kabupaten/Kota se Kaltim

. Peningkatan Kapasitas dan

Kelembagaan Penyuluhan

. Pelatihan dan Pendampingan

Petani/Pelaku Agribisnis
Pelaksanaan PEDA dan
PENAS

. Cadangan Pangan Pemerintah

(CPP)

. Peta PSVA, SKPG
. Informasi Harga Pangan

Strategis

. Percepatan penganekaragaman

konsumsi pangan B2SA

. Pendampingan Kawasan

Rumah Pangan Lestari (KRPL)

. Pengembangan Produk Pangan

Lokal, Lomba Cipta Menu dan
Hari Pangan Sedunia

. Pengawasan dan Sertifikasi

Komoditi Pangan Segar

f. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Pangan, Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pangan,

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1. Mewujudkan Peningkatan Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman

Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah dengan Sasaran

Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pagan dan

Hortikultura terhadap PDRB
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2. Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

dengan Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman

Pangan Komoditas Padi

Target Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan,

Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Jangka Menengah Tahun 2019 —

2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.7
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kondisi | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN KK:ﬁi'f'
Awal PADA TAHUN KE - -
INDIKATOR TUJUAN/ Periode
NO. TUJUAN SASARAN SASARAN
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Mewujudkan Meningkatnya | Kontribusi Lapangan 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,57

Peningkatan Kontribusi Usaha Pertanian

Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman

Pertanian Subsektor Pangan dan

Subsektor Tanaman Hortikultura terhadap

Tanaman Pagan dan PDRB (%)

Pangan dan Hortikultura

Hortikultura terhadap

Terhadap PDRB

Ekonomi

Daerah
2. Mewujudkan Meningkatnya | Rasio Pemenuhan 57,97 75,43 77,63 79,94 82,02 85,16 85,16

Peningkatan Produksi dan Beras (%)

Produksi dan Produktivitas

Produktivitas Tanaman

Tanaman Pangan

Pangan Komoditas

Padi
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BAB I
PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program dan Kegiatan
Dalam dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
pada tahun 2020 mengelola 12 Program dan 30 Kegiatan yang terinci

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administasi Perkantoran
a. Pelaksanaan Administasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur
a. Penyediaa Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasanana
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
b. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
a. Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
b. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
c. Pengembangan Sistem Informasi Pasar
6. Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan
Pangan
a. Analisis Pola Pangan Harapan
b. Pengembangan Pangan Lokal

c. Pengawasan Mutu Pangan Segar

1 —
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7. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
a. Peningkatan Produksi Hortikultura
b. Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian
Hortikultura
c. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Hortikultura
8. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
b. Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian
Tanaman Pangan
c. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Tanaman Pangan
9. Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura
a. Sertifikasi Benih Unggul Pertanian
b. Monitoring dan Pengawasan Peredaran Benih
c. Pembangunan/Perbaikan UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana
Pendukungnya (DAK)
10. Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
a. Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT)
b. Perbanyakan Agens Hayati dan Petisida Ramah Lingkungan
c. Pembangunan/Perbaikan UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)
11. Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura
a. Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan
b. Peningkatan Produksi Benih Hortikultura
c. Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan
dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)
12. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian

a. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

1 —
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b. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sesuai dengan tujuan

dan sasaran yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Pangan, Tanaman

Pangan dan Hortikultura Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020

No. INDIKATOR KINERJA SATUAN| TARGET | REALISASI PERS(IE/P\I)TASE
(1]
1 2 3 4 5 6
1 |Jumlah Produksi Padi Ton 262.500 262.856 100,14
2 [Jumlah Produksi Hortikultura Ton 240.245 236.414 98,41
3 |Jumlah Desa Rawan Pangan yang di Tangani Desa 416 257 61,77
4 |Skor Pola Pangan Harapan (PPL) Konsumsi | Skor 86,9 87,3 100,46
Rata-rata Persentase Pemenuhan o
> Kebutuhan Benih Bersertifikat (%) 81 81 100
Luas Lahan yang menggunakan Benih
6 |Unggul Tanaman dan Hortikultura yang Ha 165 1981 120
Bersertifikat
7 |Luas Serangan OPT Ha 6139 6139 100
8 |Jumlah Desa yang di Bina Desa 711 711 100
Keterangan :

1.

Data produksi padi berdasarkan Angka Sementara ( ASEM) Tahun 2020

2. Data produksi buah berdasarkan data sementara realisasi tahun 2020

LPPD 2020

Jumlah Produksi Padi berdasarkan Angka Sementara (ASEM)
tahun 2020 yaitu sebesar 262.860 ton GKG, mengalami kenaikan
sebanyak 9,080 ton atau 3,56 persen di banding tahun 2019 yang
sebesar 253.820 ton dari target yang direncanakan pada tahun 2020
yaitu sebesar 262.500 ton, atau sebesar 100,14 %.




Jumlah Produksi Buah berdasarkan data sementara realisasi
tahun 2020 yaitu sebesar 236.414 ton, lebih rendah dari target yang
direncanakan pada tahun 2020 yaitu sebesar 240.245 ton, atau sebesar
98,41 %. Peningkatan produksi buah dilakukan dengan kegiatan
peningkatan produksi hortikultura, penanganan pasca panen dan
promosi atas hasil pertanian hortikultura dan penyediaan dan

pengembangan prasarana dan sarana pertanian hortikultura.

Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani pada tahun 2020
sebanyak 257 desa, tidak sesuai dengan target yang direncanakan pada
tahun 2020 yaitu sebesar 416 desa, atau sebesar 61,77 %, penangan
desa rawan pangan dilakukan dengan kegiatan peningkatan
ketersediaan dan penanganan daerah rawan pangan, pengembangan

cadangan pangan daerah dan pengembangan sistem informasi pasar.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada tahun 2020
yaitu sebesar 87,3 skor, lebih tinggi dari target yang direncanakan pada
tahun 2020 sebesar 86,9 skor, atau sebesar 100,46%. Peningkatan skor
pola pangan harapan (PPH) konsumsi dilakukan dengan analisis pola
pangan harapan, pengembangan pangan lokal dan pengawasan mutu

pangan segar.

Rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Bersertifikat
yaitu sebesar 81 sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun
2019 yaitu sebesar 81 atau sebesar 100%. Pemenuhan kebutuhan benih
bersertifikat dilakukan dengan kegiatan peningkatan produksi benih

tanaman pangan dan peningkatan produksi benih hortikultura.

Luas Lahan yang Menggunakan Benih Unggul Tanaman Pangan
dan Hortikultura yang bersertifikat pada tahun 2020 yaitu sebesar 198,1
Ha, lebih tinggi dari target yang direncanakan pada tahun 2020 yaitu
sebesar 165 ha, atau sebesar 120 %, pemenuhan kebutuhan pada
Penggunaan benih unggul tanaman pangan dan hortikultura dilakukan
dengan kegiatan sertifikasi benih unggul pertanian, monitoring dan
pengawasan peredaran benih.

1 —
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Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada
tahun 2020 vyaitu sebesar 6.139 Ha, sesuai dengan target yang
direncanakan pada tahun 2019 yaitu sebesar 6.139 Ha, atau sebesar
100 %. Luas serangan OPT dilakukan dengan kegiatan pengendalian
organisme penggangu tumbuhan (OPT) dan perbanyakan agens hayati

dan petisida ramah lingkungan.

Jumlah Desa yang dibina oleh penyuluh pertanian pada tahun
2020 yaitu sebesar 711 desa, sesuai target yang direncanakan pada
tahun 2020 yaitu sebesar 711 desa, atau sebesar 100 %. Jumlah desa
yang dibina oleh penyuluh pertanian dilakukan dengan kegiatan
penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta

pelatihan petani dan pelaku agribisnis

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2020 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 12 Program dan 30
Kegiatan dengan pagu anggaran setelah APBD Perubahan sebesar Rp.
73.726.404.147 - (Tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta
empat ratus empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dan realisasi
anggaran sebesar Rp. 64.365.709.533,- (Enam puluh empat milyar tiga
ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh
tiga rupiah) persentase capaian sebesar 87,30% dengan uraian sebagai
berikut:
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Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Program Kegiatan Tahun Anggaran 2020

No. Program Anggaran Realisasi Sisa (%)
DINAS PANGANTPH
1 |Program Pelayanan Administrasi 2.625.792.725 | 2.369.799.708 |  255.993.017 | 90,25
Perkantoran
, |Program Peningkatan Sarana dan 1.301.600.000 | 1.236.430.368 65.169.632 | 94,99
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
3 . 809.925.000 798.768.243 11.156.757 98,62
Kelemhbagaan Pemerintah Daerah
Program Penyusunan Dukumen
4 |Perencanaan Pengendalian dan 950.975.000 919.033.050 31.941.950 96,64
Evaluasi Penyelenggaraan
5 |Program Peningkatan Ketahanan 1.608.875.000 | 1.562.534.007 46.340.993 | 97,12
Pangan
Program Penganekaragaman
6 |Konsumsi Pangan dan Keamanan 1.268.375.000 | 1.198.710.127 69.664.873 94,51
Pangan
7 |Program Peningkatan Produksidan | ) 10 200 5a6 | 5 103.265.300 1.473.380 | 99,93
Nilai Tambah Hortikultura
g |Program Peningkatan Produksidan | 1, 5 ) 15 500 | 320.835.041 | 1.923.677.450 | 82,89
Produktivitas Tanaman Pangan
Jumlah 21.914.793.905 | 19.509.375.844 2.405.418.061 89,02
UPTD PSBTPH
g |Program Pelayanan Administrasi 961.992.132,5 |  915.948.029 46.044.104 | 9521
Perkantoran
10 |Program Peningkatan Sarana dan 373.057.240 |  277.898.475 95.158.765 | 74,49
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
11 . 268.327.500 247.304.539 21.022.961 92,17
Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program Pengawasan dan Sertifikasi
12 |Benih Tanaman Pangan dan 458.034.350 376.316.830 81.717.520 82,16
Hortikultura
Jumlah 2.061.411.223 | 1.817.467.873 243.943.350 88,17
UPTD PTPH
13 |Program Pelayanan Administrasi 1.367.674.480 | 1.310.102.216 57.572.264 | 95,79
Perkantoran
14 |Program Peningkatan Sarana dan 519.979.500 |  509.965.550 10.013.950 | 98,07
Prasarana Aparatur
15 |Program Peningkatan Kapasitas 76.250.000 71.048.750 5.201.250 | 93,18
Kelembagaan Pemerintah Daerah
16 |Program Perlindungan Tanaman 555.975.000 |  517.647.180 38.327.820 | 93,11
Pangan dan Hortikultura
Jumlah 2.519.878.980 2.408.763.696 111.115.284 95,59
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UPTD BBI TANAMAN PANGAN DAN
HORITKULTURA

17 |Program Pelayanan Administrasi 1.578.585.852 | 1.530.185.241 48.400.611 | 96,93
Perkantoran

18 |"rogram Peningkatan Sarana dan 571.923.000 |  562.520.500 9.402.500 | 9836
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas

19 ) 190.000.000 175.531.500 14.468.500 92,39
Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Produksi

20 |Benih Tanaman Pangan dan 1.554.920.000 | 1.485.274.000 69.646.000 95,52
Holtikultura
Jumlah 3.895.428.852 | 3.753.511.241 141.917.611 96,36
UPTD BPPSDMP

21 |Pelaksanaan Administrasi Perkantord 1.343.521.687,5 | 1.254.819.117 88.702.571 93,40

57 |Program Peningkatan Sarana dan 290.460.700 | 244.671.800 45.788.900 | 8424
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas

23 ) 272.500.000 265.282.600 7.217.400 97,35
Kelembagaan Pemerintah Daerah

24 |Program Peningkatan Penyuluhan 5.043.587.800 | 4.843.213.800 |  200.374.000 | 96,03
dan Pelatihan Pertanian
Jumlah 6.950.070.188 | 6.607.987.317 342.082.871 95,08
JUMLAH BTL 36.384.821.000 | 30.268.603.562 | 6.116.217.438 83,19
JUMLAH BL 37.341.583.147 | 34.097.105.971 | 3.244.477.176 91,31
TOTAL PAGU 73.726.404.147 | 64.365.709.533 | 9.360.694.614 87,30

4. Perencanaan Pembangunan

Dalam melakukan Pembangunan di Bidang Pangan, Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur memiliki target pembangunan yang
tertuang dalam Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2019-2023 yang terinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

. Target dan Realisasi Tahun
. . Program Indikator
No. Tujuan Tujuan . . Satuan| Target | Target - .
Perioritas Tujuan/Sasaran -~ |Realisasi| Presentasi
semula|menjadi
1 2 3 4 5 6 7 8
Konstribusi
Mewujudkan Meningkatnya Program Lapangan Usaha
Peningkatan Konstribusi|Kontribusi Pertanian |Peningkatan |Pertanian
1 |Pertanian Subsektor Subsektor Tanaman |Produksi dan [Subsektor % 0,54 0,50 92,59
Tanaman Pangan dan  |Pangan dan Nilai Tambah [Tanaman Pangan
Hortikultura terhadap |Hortikultura terhadap|Hortikultura |dan Hortikultura
Ekonomi Daerah PDRB terhadap PDRB %
Program
Mewujudkan Mewujudkan Peningkatan )
- . X . . Rasio Pemenuhan
2 |Peningkatan Produksi  |Peningkatan produksi|Produksi dan B %) % 77,63 47,5 44,66 94,02
dan Produktivitas dan Produktivitas Produksivitas | - o>\
Tanaman Pangan Tanaman Pangan Tanaman
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Keterangan :

1. Data Kontribusi PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan data
sementara tahun 2020

2. Data rasio pemenuhan beras berdasarkan Angka Sementarta (Asem) tahun 2020

5. Kondisi Sarana dan Prasarana
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur ditunjang
dengan sarana dan prasarana pertanian, dimana kondisi sarana dan

prasarana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim
Tahun Anggaran 2020

SARANA DAN PRASARANA DI DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN TAHUN ANGGARAN 2020

No URAIAN BANYAKNYA |SATUAN HARGA (Rp)
a |Tanah 2 Unit 1.980.374.000
b  |Alat-alat besar 9 Unit 454,756.000
c |Alat-alat Angkutan 131 Unit 5.919.813.200
d |Alat bengkel dan alat ukur 40 Unit 389.878.200
e |Alat Pertanian 86 Unit 1.782.523.849,98
f |Alat kantor dan rumah tangga 3.670 Unit 7.497.423,550,02
g |Alatstudio dan alat komunikasi 103 Unit 714.751.225
h |Alat alat kedokteran 12 Unit 103.661.000
i |Alatlaboraturium 41 Unit 599.709.720
j |Alat alat persenjataan/keamanan 1 Unit 1.250.000
k |Banguna gedung 15 Unit 11.024.773.950
I |Jalan dan jembatan 2 Unit 148.058.000
m |Banguna air/irigasi 4 Unit 538.767.000
n |buku dan perpustakaan 449 Unit 519.637.300
o |Baarang bercorak kebudayaan 2 Unit 12.936.000
p |Asetrenovasi 8 Unit 701.333.000
q |Konstruksi dalam pengerjaan 3 Unit 171.753.000
r |alat alat angkutan pemerintah 1 Unit 39,000.000
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Jumlah 4579 32.600.398.995

a |Alatalat angkutan 12 Unit 193.517.775
b |Alat bengkel dan alat ukur 13 Unit 152.350.000
c |Alat pertanian 21 Unit 155.274.950
d |Alat kantor dan rumah tangga 772 Unit 770.608.200
e |Alat studio dan alat komunikasi 47 Unit 105.891.000
f |Alatlaboraturium 8 Unit 83.214.050
g |Banguna gedung 3 Unit 2.929.814.398,46
h [Jalan dan jembatan 1 Unit 17.389.000
i |buku dan perpustakaan 119 Unit 17.800.000
j |Asetrenovasi 1 Unit 96.500.000
k Konstruksi dalam pengerjaan 2 Unit 25.900.000
Jumlah 999 4.548.259.373
a |Alat angkutan 28 Unit 503.557.150
b |Alat bengkel dan alat ukur 14 Unit 75.444.000
c |Alat pertanian 44 Unit 338.514.000
d |Alat studio dan alat komunikasi 350 Unit 1.208.334.985
e |Alat kantor dan rumah tangga 60 Unit 291.643.379,09
f |Alatalat kedokteran 1 Unit 37.500
g |Alat Laboratotium 449 Unit 457.438.552
h |Banguna gedung 14 Unit 5.876.376.784
i |lalan dan jembatan 3 Unit 925,834,953
j Bangunan air/Irigasi 2 Unit 360.121.000
k |Jaringan 2 Unit 63.639.000
| |Konstruksi dalam pengerjaan 1 Unit 48.906.000
Jumlah 968 10.149.847.303
__4]UPTD Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pertanian |
a |Alat alat besar 6 Unit 170.345.453
b |Alat alatangkutan 41 Unit 1.503.531.542
| ¢ |Alat bengkel dan alat ukur 2 Unit 900.000
d |Alat pertanian 7 Unit 59.624.001
e |Alat kantor dan rumah tangga 1.411| Unit 2.386.754.000
f |Alat studio dan alat komunikasi 39 Unit 395.690.565
g |Alat Laboratotium 9 Unit 403.044.000
h |Alat persenjataan/keamanan 1 Unit 350.000
i Banguna gedung 35 Unit 19.072.252.800
j |Jalan dan jembatan 3 Unit 1.342.450.000
k |Bangunan air/lIrigasi 5 Unit 967.061.000
| |Instalasi 4 Unit 293.850.000
m  |buku dan perpustakaan 1.041 Unit 59.000.000
n |Barang bercorak kebudayaan 1 Unit 112.893.000
" Jlumlah 2.605 26.767.746.451
a |Tanah 2 Unit 11.000.000.000
b |Alat alat besar 5 Unit 73.430.000
c |Alat alatangkutan 22 Unit 1.085.078.750
d |Alat bengkel dan alat ukur 14 Unit 68.321.757
e |Alat pertanian 122 Unit 587.197.940
f |Alat kantor dan rumah tangga 239 Unit 904.225.911
g |Alatstudio dan alat komunikasi 9 Unit 80.495.789
h |Alat Laboratotium 1 Unit 250.000
i |Alat kedokteran 1 Unit 9.993.500
j Bangunan gedung 23 Unit 2.587.689.000
k |Monumen 1 Unit 201.067.000
I |Jalan dan jembatan 3 Unit 920.114.000
m |Bangunan air/Irigasi 11 Unit 997.033.400
n |Instalasi 1 Unit 4.500.000
o |jaringan 1 Unit 39.200.000
p |Konstruksi dalam pengerjaan 1 Unit 35.900.000
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Jumlah 456 18.594.497.047

Sumber . Laporan daftar aset yang dikuasai tahun 2020

Faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan di bidang
pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan Timur
adalah ketersediaan sarana dan prasarana pertanian seperti alat mesin
pertanian (pra panen dan pasca panen), jalan usaha tani, jalan produksi,
irigasi, dan lain — lain.

Kondisi spesifik pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi
Kalimantan Timur berbeda dengan sistem budidaya pertanian di Jawa, dalam
budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura diprovinsi Kalimantan
Timur membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana pengairan secara
cukup, terutama untuk pengelolaan air secara optimal. Disamping itu,
pengelolaan lahan membutuhkan ketersediaan alat mesin pertanian, seperti
alat tanam/transplanter, traktor roda 4, hand traktor, cultivator, alat
panen/combine hervester dan lain — lain.

Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana, masih belum cukup untuk
pemanfaatan lahan dan air secara optimal. Penyediaannya masih terus
dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang
mengacu pada kemampuan pembiayaan, baik bersumber dari dana APBN,
APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian.

Penyediaan sarana dan prasarana ini juga membutuhkan dukungan dari
Perangkat Daerah terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat untuk sistem irigasi dan pemeliharaannya, Dinas Perindagkop untuk
dukungan sarana prasarana pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran,
disamping dukungan permodalan dari lembaga pembiayaan.

Secara khusus kegiatan diatas merupakan salah satu dari beberapa
komponen yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan dibidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
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6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan hambatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Permasalahan Alih Fungsi Lahan, sejalan dengan perkembangan
penduduk Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun
maka permintaan produk pertanian terutama pangan juga semakin
meningkat. Hal ini menimbulkan permasalahan karena kapasitas
sumberdaya lahan menjadi menurun. Luas baku lahan pertanian semakin
menurun karena pembukaan lahan baru sangat terbatas. Banyak petani
bekerja di luar sektor pertanian yang memberikan upah kerja yang
langsung diterima.

2. Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami
kenaikan yang cukup berarti. Hal ini dapat dilihat daridata berikut :

Tabel 2.5

Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
(Perempuan+Laki-Laki) Tahun 2010 — 2020 :

o Proyeksi Penduduk Menurut /Kota (F Laki-Laki) (Jiwa)
Ne: . 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 [Paser 231.688 237.783 244.111 249.991 256.175 262.301 268.261 274.206 279.975 285.894 291.573
2 |Kutai Barat 140.816 142.016 143.101 144.018 144.892 145.838 146.307 146.998 147.598 148.020 148.278
3 |Kutai Kartanegara 630.897 648.215 665.489 683.131 700.439 717.789 735.016 752.091 769.337 786.122 802.903
4 |Kutai Timur 257.603 269.375 281.594 294.216 306.974 320.115 333.591 347.468 361.670 376.111 390.991
5 [Berau 180.282 185.986 191.576 197.388 203.223 208.893 214.828 220.601 226.509 232.287 238.214
6 [PPU 143.616 145.978 148.034 150.205 152.119 154.235 156.001 157.711 159.386 160.912 162.518
7 |Mahakam Ulu 25.102 25.319 25.522 25.678 25.894 25.970 26.089 26.305 26.347 26.375 26.485
8 |Balikpapan 560.781 572.184 583.272 594.322 605.096 615.574 625.968 636.012 645.727 655.178 664.201
9 [Samarinda 732.161 748.102 764.908 781.015 797.006 812.597 828.303 843.446 858.080 872.768 886.806
10 |Bontang 144.533 148.411 152.089 155.880 159.614 163.326 166.868 170.611 174.206 177.722 181.183

Kalimantan Timur 3.047.479 | 3.123.369 | 3.199.696 | 3.275.844 | 3.351.432 | 3.426.638 | 3.501.232 | 3.575.449 | 3.648.835 | 3.721.389 | 3.793.152

Sumber Data : Proyeksi jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota (BPS)

Tingginya angka pertumbuhan ini disebabkan migrasi maupun karena
tingkat kelahiran yang memang cukup tinggi, pertumbuhan penduduk yang
tinggi membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan pangan.

3. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Pertanian khususnya infrastruktur
pertanian dan alat dan mesin pertanian (pra panen dan pasca panen)
dalam proses peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan
hortikultura. Saat ini jaringan irigasi, jalan usaha tani dan jalan produksi dari

dan sentra produksi pertanian masih sangat terbatas, sehingga alat dan
I ——
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mesin pertanian kesulitan keluar masuk ke daerah pertanian untuk
membawa sarana produksi maupun memasarkan hasil pertanian secara
efisien.

4. Hasil Jual Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura belum sepenuhnya
dinikmati Petani, sampai saat ini keuntungan terbesar dari mata rantai tata
niaga produk tanaman pangan dan hortikultura dinikmati oleh pedagang
perantara, sementara petani produsen belum sepenuhnya menikmati hasil
penjualan produknya. Hal ini disebabkan posisi tawar petani yang masih
rendah karena kemampuan permodalan yang lemah sehingga seringkali
terperangkap dalam sistem ijon (jual beli belum jelas).

5. Dampak Perubahan Iklim, penurunan kualitas lingkungan akan
menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak global. Hal ini
akan membawa pengaruh terhadap ketersediaan air permukaan maupun
air bawah tanah yang cenderung berkurang.Pada sisi lain perubahan iklim
juga bisa menyebabkan curah hujan yang tinggi, pergeseran musim tanam,
munculnya serangan OPT sehingga menyebabkan pergeseran tanam
bahkan berakibat puso.

6. Semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang
pertanian, khususnya untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
Merosotnya luas lahan garapan kepemilikan pribadi dinilai sebagai salah
satu penyebab keengganan ini dan selama ini pembangunan pertanian
telah mengabaikan peranan pemuda yang berakibat jarak antara pemuda
dengan ladang-ladang pertanian semakin jauh dan proses regenerasi
petani pun sulit berjalan sehingga pertanian tetap didominasi oleh generasi
tua yang tentu mempunyai implikasi bahwa pertanian berjalan ditempat dan
sulit melakukan perubahan yang mendasar mungkin ini salah satu yang
menyebabkan kondisi pertanian kita mengalami pengeroposan, renta dan
kurang darah.

7. Sepanjang 2020, Indonesia khususnya Kalimatan Timur juga mengalami
dampak covid 19 sehingga pembangunan sedikit terhambat, tapi secara
khusus peluang bagi sector pertanian tetap berproduksi memberi makan

bagi penduduk Kalimantan Timur.
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Dalam mengatasi permasalahan dan hambatan diatas, maka Dinas
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
mempunyai peluang/solusi dalam meningkatkan produksi tanaman pangan
dan hortikultura sebagai berikut :

1. Perlunya mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan
kawasan pertanian berbasis korporasi petani dapat dikelola dengan
manajemen yang modern, dan pengelolaan tersebut dilakukan dari hulu
sampai hilir.

2. Pentingnya Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berbalis geospasial untuk
mencegah alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke
non pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

3. Perlu adanya upaya diversifikasi konsumsi pangan non beras untuk
mengurangi  konsumsi beras mengingat semakin meningkatnya
pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur yang disebabkan migrasi
mapun karena tingkat kelahiran yang cukup tinggi dan meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang beragam,
bergizi, berimbang, sehat dan aman.

4. Perbaikan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan dan
hortikultura seperti jaringan irigasi, jalan pertanian, jalan produksi serta alat
dan mesin pertanian (pra panen dan pasca panen) untuk meningkatkan
produksi tanaman pangan dan hortikultura.

5. Menciptakan pasar yang luas bagi produk-produk pertanian tanaman
pangan dan hortikultura guna memutus mata rantai tata niaga produk
pertanian tanaman pangan dan hortikultura sehingga dapat meningkatkan
pendapatan petani atau meningkatkan kesejahteraan petani.

6. Meningkatkan proteksi/perlindungan tanaman dari serangan organisme
pengganggu tumbuhan (OPT) akibat dampak perubahan iklim.

7. Menumbuhkan minat petani muda untuk terjun di bidang pertanian tanaman
dan hortikultura melalui pelatihan penyuluhan UPTD Balai Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (UPTD BPPSDM). Dan juga dapat

melakukan Program Aksi BPPSDMP, yaitu: Kostratani, membangun petani
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milenial dengan menciptakan Duta Petani Milenial sebanyak-banyaknya
dengan cara melakukan resonansi di lingkungan dan kelompok masing-

masing.
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BAB Il

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

1. Tugas Pembantuan (TP) yang diterima

a.Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam melaksanakan

program dan kegiatan Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja (Satker)

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan

Timur mengacu pada Undang-undang dan Peraturan sebagai berikut :

1.
2.

10.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional,

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

daerah;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017,

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan,;

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada
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Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dan Tanggung Jawab
Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;

11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/08/I-
BPKAD/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Desember 2019 dan
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 521/56/SK-
SBP/1/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan
APBN Dana Tugas Perbantuan Satker Pada Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
Terkait Belanja Negara Dana Tugas Pembantuan Lingkup

Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Dana Tugas Pembantuan Provinsi Kalimantan Timur berasal dari
Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Penugasan Kepada
Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab
Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi sesuai dengan
Peraturan Menteri Pertanian Republik  Indonesia  Nomor
64/Permentan/RC.130/12/2016 tanggal 19 Desember 2016.

c. Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan

dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Program Pembangunan

Pertanian meliputi:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan,;

2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk
Hortikultura;

3. Prorgam Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian;

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
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Realisasi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Satker Dinas

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim dapat dilihat

pada table berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan Dinas Pangan, Tanaman
Pangan & Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

1.

KODE PAGU REALISASI
NO. | SATKER | NAMAKEGIATAN |, b N KEUnsann !5 SISADANA
DITJEN TANAMAN
1| 018.03.169112 | 5 \NGAN (TP) 20.669.731.000 | 19.700.098.380 | 95.31 | 969.632.620
DITJEN
2 | 018.04.169113 ?T%F;T'KULTURA 2.469.923.000 | 2.469.923.000 | 99.61| 9.633.700
DITJEN
PRASARANA DAN
3 | 018.08.169121 | 5 \pANA 11.869.605.000 | 11.667.167.300 | 98.29 | 202.437.700
PERTANIAN (TP)
JUMLAH 35.009.259.000 | 33.827.554.980 | 96,62 | 1.181.704.020
e. Sumber dan Anggaran yang diberikan

Sumber dan Alokasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi Kalimantan Timur

bersumber dari beberapa Direktorat Lingkup Kementerian Pertanian

Republik Indonesia yang terinci sebagai berikut :

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp. 20.669.731.000,-

(Dua puluh milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus

tiga puluh satu ribu rupiah);

Direktorat Jenderal

Hortikultura sebesar Rp. 2.469.923.000,- (Dua

milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh

tiga ribu rupiah);

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp.

11.869.605.000,- (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh

sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah).
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2. Dana Dekonsentrasi (DK) yang diterima

a. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam melaksanakan

program dan kegiatan Dekonsentrasi pada Satuan Kerja (Satker) Dinas

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

mengacu pada Undang-undang dan Peraturan sebagai berikut :

1.
2.

10.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional,

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
daerah;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017,

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan,;

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang
Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dan Tanggung

Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementarian Pertanian;
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b.

11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/08/I-
BPKAD/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pertanian
Republik Indonesia Pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020.

Instansi Pemberi Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi Provinsi Kalimantan Timur berasal dari Kementerian
Pertanian Republik Indonesia yang telah dilimpahkan Wewenangnya
Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian, sesuai dengan
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
63/Permentan/RC.120/12/2016 tanggal 19 Desember 2016.

Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan

dalam rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian meliputi:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan;

2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura;

3. Prorgam Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian;

4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dapat dilihat pada data
berikut:
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Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan
& Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

NO.

KODE
SATKER

NAMA
KEGIATAN

PAGU
ANGGARAN

REALISASI

KEUANGAN

%

SISA DANA

018.03.169073

DITJEN
TANAMAN
PANGAN (DK )

3.415.453.000

3.300.114.700

96,62

115.338.300

018.04.169025

DITJEN
HORTIKULTUR
A (DK)

3.286.225.000

3.141.709.097

95,60

144.515.903

018.08.169027

DITJEN
PRASARANA
DAN SARANA
PERTANIAN

(DK)

648.730.000

615.095.000

94,82

33.635.000

018.11.169000

BADAN
KETAHANAN
PANGAN (DK)

5.921.512.000

5.873.914.946

99,20

47.570.054

018.10.169065

BADAN
PENYULUHAN
DAN
PENGEMBANG
AN SDM
PERTANIAN
(DK)

4.956.527.000

4.901.105.847

98,88

55.421.153

JUMLAH

18.228.447.000

18.228.447.000

97,82

396.480.410

e. Sumber dan Anggaran yang diberikan

Sumber dan Alokasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Kalimantan Timur

bersumber dari beberapa Direktorat dan Badan Lingkup Kementerian

Pertanian Republik Indonesia yang terinci sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp. 3.415.453.000,-

(tiga milyar empat ratus lima juta empat ratus lima lima puluh tiga ribu

rupiah);

2. Direktorat Jenderal

Hortikultura sebesar Rp. 3.286.225.000,- (tiga

milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima

rupiah);

3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp.

648.730.000,- (Enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga

puluh ribu rupiah).
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4. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 5.921.512.000,- (Lima milyar

sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

5. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp.

4.956.527.000,- (Empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta lima

ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

f. Permasalahan dan Solusi

1.

Terjadinya penyusutan areal usaha tani pada daerah-daerah tertentu
sebagai dampak dari konsekuensi logis pembangunan daerah,
sehingga secara kuantitas pertambahan areal tanam masih belum
maksimal

Skala usaha yang dikembangkan umumnya relatif kecil dan terpencar-
pencar yang disebabkan oleh luas kepemilikan lahan yang sangat
terbatas, sehingga secara ekonomi kurang menguntungkan dalam
agribisnis yang menuntut ketersediaan produksi dalam volume dan
kualitas yang memadai dan kontinyu

Masih rendahnya daya saing hasil produksi pertanian baik dalam
bentuk segar maupun olahan dalam hal kualitas dan harga dibanding
produk luar. Hal ini disebabkan karena sistem usaha tani belum dikelola
secara profesional dengan berorientasi pada sistem dan usaha
agribisnis secara optimal

Kemajuan teknologi dan informasi pertanian belum banyak
dimanfaatkan di tingkat petani, sehingga petani pada umumnya masih
mengembangkan pola-pola pemasaran tradisional

Kepemilikan lahan masih relatif kecil dan belum memenuhi skala
ekonomi, sehingga diperlukan konsolidasi manajemen pengelolaan
yang lebih rasional yang didukung oleh kelembagaan agribisnis dan
agroindustri yang efektif.

Usaha mensosialisasikan dan  mengimplementasikan korporasi

pertanian di Kabupaten/Kota belum maksimal

LPPD 2020

39


https://republika.co.id/tag/korporasi-pertanian
https://republika.co.id/tag/korporasi-pertanian

g. Upaya mengatasi masalah

1.

Perluasan areal tanam terutama mengoptimalkan pemanfaatan lahan

terlantar/bero dengan melakukan kegiatan cetak sawah.

. Membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi/jalan usaha tani serta

sarana pengairan mengembangkan penangkar benih serta
mengfungsikan balai-balai benih

Meningkatkan penyediaan usaha berbagai komoditas yang berorentasi
kebutuhan pasar.

Pembangunan pertanian diarahkan kepada pendekatan keterpaduan
komoditi wilayah dan usaha tani yang mencakup sub sistem hulu, on
farm dan hilir

Memantapkan pola intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi serta
efisiensi sumberdaya pertanian dan teknologi spesifik lokasi

Korporasi petani dikelola dengan manajemen yang modern, dan
pengelolaan tersebut dilakukan dari hulu sampai hilir.
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BAB IV
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah
Pada tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan kerjasama antar Daerah
yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pangan
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan
koordinasi melalui peningkatan kerjasama antar daerah merupakan salah
satu strategi dalam rangka meningkatkan produksi pertanian :
a. Dasar hukum

1. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
pasal 363 dan 367

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata
cara Kerja sama Daerah dengn Daerah lain dan kerjasama daerah
dengan Pihak Ketiga.

3. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur nomor 19 tahun
2019, tanggal 15 April 2019 tentang Susunan Organisasi Unit
Pelaksanan Teknis Daerah Pada Dinas Pangan Tanaman Pangan
Prov. Kalimantan Timur

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 Tentang Kerja Sama
Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional serta
pendidikan menengah pertanian

b. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Daerah adalah Usaha Bersama antara Daerah dan Derah

lain antar Daerah dan pihak ketiga dan/ antar Daerah dan Lembaga

atau pemerintah di Luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan public serta

saling menguntungkan.
I ———
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Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Timur pada tahun 2020 belum ada melaksanakan Kerja Sama antar

Daerah.

2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
a. Dasar Hukum
1. PP NO 6 Tahun 2006 tentang kerjasama pemerintah dengan pihak
swasta
2. PP NO 50 tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik

Negara/Daerah

b.Bidang Kerjasama
Bidang kerjasama meliputi pemasaran, pengembangan teknologi dan

SDM Bidang Pertanian, dalam bentuk bimbingan, pelatihan serta

pembelajaran secara langsung para Pegawai fungsional baik di Provinsi

maupun di Kabupaten/Kota terdiri dari Mou dengan dunia usaha dan
dunia industri :

a. Kerjasama antara Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Dadang Sudarya, M.MT dengan PT.
Aplikasi Gojek Anandita Danaatmadja tentang Pemanfaatan layanan
Apliksi Gojek dalam rangka penyediaan jasa belanja pangan dan
distribusi pangan pada Pasar Mitra Tani/TTIC Provinsi Kalimantan
Timur tanggal 08 Mei 2020

b. Kerjasama antara Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur Ir. Muhammad Alimuddin, MM dengan
Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah Kaltim dan Kaltara Agus
Setia Budi Pemimpin Wilayah Bulog Samarinda untuk Penitipan dan
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi
Kalimantan Timur 05 April 2020

1
LPPD 2020 42



c. Kerjasama antara Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur (Dr. Ir. H. Ibrahim dengan Nobaiti Isran
Noor Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Jalan
M.Yamin No. 04 Samarinda Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022

d. Kerjasama antara UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan
Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Kalimantan Timur dengan Kebun Buah Borobudur Penangkar Benih
Hortikultura Provinsi Jawa Tengah tentang Kerja dan Pelatihan
Perbanyakan sama dalam Penyediaan Entris Tanaman dan Pelatihan
dan Perbanyakan Benih Tanaman tanggal 15 Oktober 2020

e. Kerjasama antara UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Timur dengan Yayasan IKA UMM KALTIM tentang Pengembangan
program Vokasi pada Akademi Pertanian Milenia tanggal 09
Nopember 2020

3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dalam realisasi pelaksanaan koordinasi, Dinas Pangan, Tanaman
Pangan Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan koordinasi dengan
pemerintah pusat melalui instansi vertikal yang ada di daerah misalnya
dalam bentuk koordinasi, pemberian pedoman, pemberian bimbingan,
pengolahan data, supervisi dan konsultasi, pemberian pendidikan dan
pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan.
1. Dasar hukum :

a. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
No.127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4439

b. Peraturan Presiden No: 54 Tahun 2011 Tentang Pengadaan

barang/Jasa Pemerintah sebagaiana diubah beberapa kali, terakhir
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dengan Peraturan Presiden No: 4 Tahun 2015 Tentang perubahan
ke empat Atas Peraturan Presiden No: 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negaran Republik
Indonesia Tahun 2015 No: 5 Tambahan Lembaran Negara
Repunblik Indonesia No: 5655

c. Peraturan Menteri Pertahanan No: 16 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan

d. Peraturan Menteri Pertanian No:61/permentan/OT.140//10/2010
tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  No:
190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara.

f. Peraturan Menteri dalam Negeri No.22 tahun 2009 tentang
petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah.

g. Kesepahaman /Harmoni Program Pembangunan Ketahanan
Pangan Pangan dan Gizi Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan

Di Kalimantan Timur sebagai Penyangga Ibu Kota Negara

2. Materi Koordinasi:

a. Surat edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
nomor:441/1871/0213/1l/B.Kesra tanggal 17 Maret 2020 tentang
tindak lanjut terkait pencegahan penyebaran Corona Virus Disease
2019 (Covid 19) di sampaikan pada poin 4 Kegiatan kegiatan yang
melibatkan banyak orang seperti seminar, rapat koordinasi ,rapat
kerja symposium/lokakarya,FGD, diklat dan lain-lain agar ditunda
pelaksanaanya.

b. Koordinasi Hanya dilakukan melalui zom meeting yaitu pada
pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Pangan,Tanaman
Pangan dan Hortikultura tahun 2020. Dan Hari Krida Pertanian

tahun 2020.
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c. Untuk sementara belum ada kegiatan Kerjasama antara Fakultas

Pertanian Universitas Mulawarman atau dengan pihak lain.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

a. Penghargaan Tingkat Nasional tahun 2020

1.

Surat edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
nomor:441/1871/0213/1l/B.Kesra tanggal 17 Maret 2020 tentang
tindak lanjut terkait pencegahan penyebaran Corona Virus Disease
2019 (Covid 19) di sampaikan pada poin 2 Kegiatan kegiatan
Perjalanan Dinas ke luar negeri untuk sementara di tunda termasuk
perjalanan dinas keluar daerah di batasi hanya untuk yang bersipat
mendesak dan sangat penting. Karena Covid 19 untuk sementara
tahun anggaran 2020 tidak ada kegiatan di tingkat Nasional yang

mendapat penghargaan

b.Penghargaan Tingkat Provinsi Tahun 2020:

1.

Keterbukaan Infomasi Publik tahun 2020 Peringkat 3 Kategori
Informatif dengan total nilai 92,04 di lingkup Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur

2. Finalis atas nama Bapak Margono A.P oleh PHP di Kabupaten Berau

3. Penghargaan PNS/ASN yang Berprestasi, berikut Nama :
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= Bapak Ir. H. Dadang Sudarya, MMT
= Bapak Ir. H. Abdul Syarif Rivai, MP
= Bapak Drs. Bidiyuno, M.Si

» Bapak Riady Algarni, A.md

» |bu Hj. Tri Mawarni, M.Si

* |bu Hj. Madjidah



c. Sertifikasi/ Akreditasi yang masih berlaku:

1. Sertifikasi Prima 3 untuk Komoditas Pepaya dengan Agus Basuki JI.
PDAM RT. 019 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota
Samarinda

2. Sertifikasi Prima 3 untuk Komoditas Pepaya dengan syarifuddin
JI.Teritip Laut No. 65 RT. 08 Kel. Teritip Kec. Balikpapan timur Kota
Balikpapan.
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BAB V
PENUTUP

Laporan ini menyajikan data kondisi Propinsi Kalimantan Timur dan
hasil pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan,
Tanaman Hortikultura dan Ketahanan Pangan dijabarkan dalam program
kegiatan yang dibiayai dari dana yang bersumber dari APBD Propinsi
Kalimantan Timur maupun dana APBN Tahun Anggaran 2020. Selain itu
disajikan data pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan data
ketahanan pangan selama 1 tahun terakhir

Untuk mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
tanaman pangan dan hortikultura diperlukan dukungan instansi terkait baik
di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota dengan melibatkan pihak
swasta dan masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan
dapat berjalan dengan baik dan petani memperoleh pelayanan yang optimal
yang pada akhirnya dapat mewujudkan peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan petani.

Dalam rangka melakukan evaluasi secara cermat keberhasilan dan
permasalahan pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura pada penyusunan dokumen Laporan Program
Kegiatan ini masih ditemui kendala-kendala antara lain, masih lemahnya
sistem informasi pelaporan dari lapangan - Kabupaten/Kota yang

berdampak pada aktualitas dan akurasi data.
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